
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 1OO.3.3.1/318 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PROYEK STRATEGIS PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa dalam peningkatan perturnbuhan ekonomi
di Provinsi Papua Tengah, perlu dilakukan percepatan
pembangunan melalui program percepatan
pembangunan proyek strategis;

b. bahwa dalam rangka implementasi program pencegahan
korupsi terintegrasi pemerintah daerah dan pencapaian
target aksi pemberantasan korupsi Pemerintah Provinsi
Papua Tengah, perlu menetapkan proyek strategis
Provinsi Papua Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan
Proyek strategis Provinsi Papua Tengah Tahun 2O26;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2L Tahun 2OO1 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua firmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah beberapa kdi diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O21 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2l
Tahun 20Ol tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O21 Nomor 155, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 ter:tang Penyesuaian Pidana
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 7153);

3. Undang-Undang...l2
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republili
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292: Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O1)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhii
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang_
Undang Nomor 2 Tahun 2A22 &ntarrg Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Talun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah fi.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan
Negara republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2Ol9 tentang
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakan Otonomi Khusus Papua (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2O25 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 2O21
tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan
Kebijakal Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O25 Nomor 163);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahwn 2O2O
tetang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
17871;
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MEMUTUSI(AN:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

S

6

aslinya

Proyek Strategis Provinsi papua Tengah Tahun 2O26,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
Gubernur ini.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

DitetaFkan di Nabire
pada tanggal l1 Desember 2O25

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

MEKI NAWIPA

T

\
YUL SH., M.H.

NIP 1 oo212Loo2

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. Inspektur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah di NabAe;
5. Kepala Bppkad Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah

di Nabire.



DAFTAR PROYEK STRATEGIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/318 TAHUN 202s
TENTANG
KEGIATAN STRATEGIS PADA PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

Salin

YULIU
NIP 19

aslinya
UM,

, SH,, M,H,
oo2t2Loo2

NO PERANGKAT DAERAH KEGIATAN LOKASI ANGGARAN (Rp)

1 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Rakyat, dan Kawasan
Permukiman

Rancang Bangun Pembangunan 3
Tower Gedung Perkantoran
Pemerintah Provinsi Papua Tengah

Nabire 388.826.000.000,00


